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 1 BAB I PENDAHULUAN
 1 BAB I PENDAHULUAN
 A. LATAR BELAKANG
 Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
 Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
 pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
 pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunannya di setiap perangkat
 daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun
 sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian
 laporan kinerja tersebut paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran
 berakhir.
 Sebagai salah satu unsur staf pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang
 berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan, Bagian Organisasi
 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.
 Salah satu sarana untuk mengukur pelaksanaan tanggung jawab tersebut,
 dapat dilihat melalui capaian kinerja yang terdapat pada Laporan Kinerja
 Bagian Organisasi.
 B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
 Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
 Daerah Kota Surabaya, Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
 sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
 jabatan, pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan, dan
 pengembangan pelayanan publik yang meliputi menyusun dan melaksanakan
 rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama
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 2 BAB I PENDAHULUAN
 dengan lembaga/instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
 melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain
 yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
 a. pelaksanaan pengoordinasian perangkat daerah sesuai urusan
 pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
 b. pelaksanaan penataan organisasi/kelembagaan perangkat daerah;
 c. pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah;
 d. pelaksanaan pedoman teknis dan kebijakan perangkat daerah;
 e. pelaksanaan pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat
 daerah;
 f. pelaksanaan penyediaan bahan database perangkat daerah;
 g. pelaksanaan pembentukan kelembagaan daerah;
 h. pelaksanaan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah;
 i. pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah di bidang
 pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 j. pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah di bidang
 pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 k. pelaksanaan penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah di
 bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 l. pelaksanaan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
 di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 m. pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota di bidang
 pengembangan pelayanan publik;
 n. pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah di bidang
 pengembangan pelayanan publik;
 o. pelaksanaan penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah di
 bidang pengembangan pelayanan publik;
 p. pelaksanaan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang
 pengembangan pelayanan publik;
 q. pelaksanaan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
 di bidang pengembangan pelayanan publik;
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 3 BAB I PENDAHULUAN
 r. pelaksanaan penyusunan laporan capaian Standar Pelayanan Minimal
 (SPM) tingkat Kota;
 s. pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi
 umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Organisasi dibagi
 menjadi 3 sub bagian dengan struktur organisasi, sebagai berikut :
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
 Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan
 Sub Bagian Pengembangan
 Pelayanan Publik
 Bagan 1.1 Struktur Organisasi Bagian Organisasi
 Berdasarkan struktur organisasi tersebut, berikut rincian tugas masing-masing
 sub bagian.
 Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas, sebagai
 berikut :
 a. menyiapkan bahan pengoordinasian perangkat daerah sesuai urusan
 pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
 b. menyiapkan bahan penataan organisasi perangkat daerah dan
 kelembagaan Daerah kota;
 c. menyiapkan bahan pedoman umum tentang perangkat daerah kota;
 d. menyiapkan bahan pedoman teknis dan kebijakan penataan perangkat
 daerah skala kota;
 e. menyiapkan bahan pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja
 perangkat daerah kota;
 f. menyiapkan bahan penyediaan bahan database perangkat daerah skala
 kota;
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 g. menyiapkan bahan pembentukan kelembagaan daerah;
 h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Organisasi
 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan
 mempunyai tugas, sebagai berikut :
 a. menyiapkan bahan pengoordinasian perangkat daerah sesuai urusan
 pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
 b. menyiapkan bahan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota di bidang
 pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 c. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas perangkat daerah di bidang
 pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 d. menyiapkan bahan penerapan dan pengendalian organisasi perangkat
 daerah di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 e. menyiapkan bahan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat
 daerahdi bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 f. menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang
 pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
 g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi
 umum, perlengkapan dan keuangan;
 h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
 Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik mempunyai tugas, sebagai
 berikut :
 a. menyiapkan bahan pengoordinasian perangkat daerah sesuai urusan
 pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
 b. menyiapkan bahan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota di bidang
 pengembangan pelayanan publik;
 c. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas perangkat daerah di bidang
 pengembangan pelayanan publik;
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 d. menyiapkan bahan penerapan dan pengendalian organisasi perangkat
 daerah di bidang pengembangan pelayanan publik;
 e. menyiapkan bahan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat
 daerah di bidang pengembangan pengembangan pelayanan publik;
 f. menyiapkan bahan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang
 pengembangan pelayanan publik;
 g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan laporan capaian Standar
 Pelayanan Minimal (SPM) tingkat kota;
 h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
 Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 C. SUMBER DAYA MANUSIA
 Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Organisasi terdiri atas 12 Pegawai
 Negeri Sipil (PNS) dan 14 Tenaga Kontrak dengan rincian, sebagai berikut :
 Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan No. Jabatan Jumlah (orang)
 1 Struktural eselon III 1
 2 Struktural eselon IV 3
 3 Staf (PNS) 8
 4 Staf (Kontrak) 14
 Jumlah 26
 Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan No. Jabatan Jumlah (orang)
 1 Golongan IV 1
 2 Golongan III 10
 3 Golongan II 1
 4 Kontrak 14
 Jumlah 26
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 6 BAB I PENDAHULUAN
 Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
 PNS Non PNS
 1 S2 4
 2 S1 7 13
 3 SMA 1
 4 SMP 1
 Jumlah 12 14
 D. ISU-ISU STRATEGIS
 Untuk menentukan isu-isu strategis Bagian Organisasi Tahun 2016-2021, telah
 dilakukan beberapa tahapan antara lain :
 a. Melakukan forum diskusi (Focussed Group Discussion/FGD) untuk
 menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi
 yang merupakan faktor internal (kekuatan dan kelemahan PD) dan eksternal
 (peluang dan ancaman/tantangan PD);
 b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah
 ditentukan;
 c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan; dan
 d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan
 didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagi isu
 strategis.
 Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilakukan tersebut, isu-isu strategis
 Bagian Organisasi, meliputi :
 a. Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi atas pelayanan yang dibentuk
 oleh unit-unit pelayanan, sehingga memerlukan inovasi dalam pelayanan;
 b. pemahan secara komprehensif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB);
 c. pemahaman terkait beban kerja organisasi perangkat daerah;
 d. dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah,
 diperlukan dukungan baik dari internal dan eksternal organisasi.
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 E. SISTEMATIKA PENULISAN
 Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2017 terdiri
 atas 4 bab, yaitu:
 BAB I PENDAHULUAN Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja
 Bagian Organisasi Tahun 2017, profil Bagian Organisasi yang meliputi struktur
 organisasi, tugas, dan fungsinya, SDM serta isu-isu strategis Bagian
 Organisasi.
 BAB II PERENCANAAN KINERJA Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan Rencana Strategis
 Bagian Organisasi Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian
 Organisasi Tahun 2017 sebagai dasar Laporan Kinerja Bagian Organisasi
 Tahun 2017.
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari
 target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 dan penjelasan atas
 capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga
 menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja
 tersebut dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan
 tersebut. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.
 BAB IV PENUTUP Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Bagian
 Organisasi serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun
 kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.
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 2 BAB II PERENCANAAN KINERJA
 Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016-2021, memiliki 1 visi yang didukung
 dengan 10 misi. Dari 10 misi tersebut, Bagian Organisasi menindaklanjuti misi
 ke-8, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan
 rincian, sebagai berikut :
 Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke-8 Visi Kota
 Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi Misi Kota ke-8
 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
 Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 Indeks Tata Kelola Pemerintahan
 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
 Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik
 Mengacu pada visi dan misi kota tersebut, Bagian Organisasi memiliki visi,
 sebagai berikut :
 Visi tersebut diterjemahkan dalam misi, sebagai berikut :
 Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Bagian
 Organisasi sesuai rencana strategis dengan rincian, sebagai berikut :
 PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
 MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA MELALUI REFORMASI BIROKRASI
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 9 BAB II PERENCANAAN KINERJA
 Tabel 2.2 Tujuan Bagian Organisasi
 Tujuan Indikator Tujuan Target di Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
 Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik
 Persentase SOP yang diimplementasikan dengan baik
 10% 20% 30% 40% 50%
 Tabel 2.3 Sasaran Bagian Organisasi
 Sasaran Indikator Sasaran Target di Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
 Meningkatkan Tata Laksana dan Kelembagaan yang Baik
 Persentase satker yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
 100% 100% 100% 100% 100%
 Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP
 20% 40% 60% 80% 100%
 Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan sasaran strategis
 dalam perjanjian kinerja 2017 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja
 Perubahan APBD Tahun 2017 dengan rincian, sebagai berikut :
 Tabel 2.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
 TUJUAN 1
 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
 Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik
 10%
 Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 76% Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
 62%
 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
 90.84%
 SASARAN 1 2
 Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik
 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki POS
 65%
 Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
 100%
 Persentase SP yang diimplementasikan dengan baik
 100%
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 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
 SASARAN 2 3 Mengelola sarana dan
 prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
 Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
 100%
 SASARAN 3 4 Melaksanakan kegiatan
 sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
 Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
 100%
 Sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 program dan 11 kegiatan dengan
 rincian, sebagai berikut :
 Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis
 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Program Kegiatan
 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
 Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik
 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki POS
 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
 Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi
 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
 Persentase SP yang diimplementasikan dengan baik
 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
 Survey Kepuasan Masyarakat
 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
 Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
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 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Program Kegiatan
 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
 Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
 Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Bagian Organisasi
 didukung dengan anggaran dengan rincian, sebagai berikut :
 Tabel 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan
 Program Anggaran Program Kegiatan Anggaran
 Kegiatan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 3,459,247,095 Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas
 201,481,225
 Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
 381,029,910
 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
 193,431,055
 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
 195,660,084
 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi
 1,242,964,732
 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
 235,146,523
 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan
 234,605,068
 Survey Kepuasan Masyarakat
 774,928,498
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 433,943,082 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
 433,943,082
 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
 178,497,350 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 178,497,350
 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 84,493,400 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
 84,493,400
 JUMLAH 4,156,180,927 JUMLAH 4,156,180,927
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 3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja
 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Bagian Organisasi dapat
 diukur dengan melihat realisasi dari target indikator kinerja yang telah
 dituangkan dalam perjanjian kinerja 2017 yang telah diubah menjadi Perjanjian
 Kinerja Perubahan APBD Tahun 2017. Realisasi dan capaian tersebut dapat
 dilihat dalam tabel, sebagai berikut :
 Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 1 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
 Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik
 10% 20.03% 200.30%
 Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
 76% 77.92% 102.53%
 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
 62% 73.81% 119.05%
 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
 90.84% 100.00% 110.08%
 2 Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik
 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki POS
 65% 65.00% 100.00%
 Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
 100% 100.00% 100.00%
 Persentase SP yang diimplementasikan dengan baik
 100% 100.00% 100.00%
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 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 3 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
 Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
 100% 95.42% 95.42%
 4 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
 Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
 100% 100.00% 100.00%
 Sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis Bagian Organisasi tahun 2016-
 2021, telah ditetapkan 4 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Perubahan
 APBD 2017 yang akan dicapai dengan 9 indikator kinerja. Adapun program,
 kendala/hambatan, upaya, dan dukungan yang dilaksanakan pada masing-
 masing indikator kinerja per sasaran strategis diuraikan, sebagai berikut :
 Sasaran strategis 1 ‘Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang
 baik’ memiliki 4 indikator kinerja, yaitu Persentase Prosedur Operasi Standar
 (POS) yang diimplementasikan dengan baik; Tingkat kepuasan pelayanan
 kedinasan; Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana
 dan prasarana perkantoran; dan Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
 program. Rinciannya, sebagai berikut :
 MENINGKATKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BAIK
 SASARAN STRATEGIS 1
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 1. Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) Yang Diimplementasikan dengan Baik
 Indikator kinerja ‘Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang
 diimplementasikan dengan baik’ merupakan indikator tujuan dari Bagian
 Organisasi untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi
 pemerintahan yang baik.
 Indikator kinerja ‘Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang
 diimplementasikan dengan baik’ didukung oleh Program Penataan
 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan didukung oleh
 kegiatan, sebagai berikut :
 1. Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas;
 2. Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 3. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj);
 4. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
 5. Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar
 Kompetensi;
 6. Pelaksanaan Analisa Kelembagaan;
 7. Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan;
 8. Survey Kepuasan Masyarakat.
 Target nilai indikator kinerja ‘Persentase Prosedur Operasi Standar (POS)
 yang diimplementasikan dengan baik’ adalah 10% dan terealisasi sebesar
 20,03%, sehingga capaian kinerjanya 200,30%.
 Realisasi tersebut didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi POS.
 Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di tahun 2017, didapatkan data
 bahwa POS yang diimplementasikan dengan baik sebanyak 316 POS, dari
 total jumlah POS PD di tahun 2017 sebanyak 1391 POS. Dengan data
 tersebut, realisasi bisa didapatkan dengan mengacu pada formulasi
 hitungan, yaitu jumlah POS yang terimplementasi dengan baik di tahun
 2017 dibagi dengan jumlah POS di tahun 2017 dikalikan 100%.
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 Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Prosedur Operasi Standar (POS)
 yang diimplementasikan dengan baik’ tahun 2017 mengalami peningkatan
 dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari
 tabel, sebagai berikut :
 Indikator Kinerja 2016 2017
 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik
 N/A 7.04% - 10% 20.03% 200.30%
 Beberapa permasalahan pada Indikator Kinerja ‘Persentase Prosedur
 Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik’, yaitu :
 1. Beberapa perangkat daerah masih belum sepenuhnya berkomitmen
 terhadap pelaksanaan POS.
 2. POS yang sudah ada di Perangkat Daerah belum semuanya
 disosialisasikan kepada pelaksana kegiatan.
 3. Pelaksanaan kegiatan hanya berdasarkan rutinitas sehari-hari dan
 peraturan perundang-undangan yang sudah biasa dilaksanakan di
 Perangkat Daerah.
 Upaya tindak lanjut atas hambatan/permasalahan dimasa yang akan datang
 antara lain:
 1. Memberikan sosialisasi kepada Perangkat Daerah untuk lebih
 memperhatikan POS yang telah dibuat.
 2. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun
 POS dan melaksanakan kegiatan berdasarkan POS yang telah dibuat.
 3. Menyampaikan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun POS atas
 kegiatan-kegiatan yang belum memiliki POS.
 2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
 Indikator kinerja ‘Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan’ merupakan
 indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja penunjang yang
 dilaksanakan oleh semua perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal
 organisasi khususnya terhadap pelayanan atas kebutuhan kedinasan
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 seperti pelayanan kepegawaian, pemenuhan alat tulis kantor, dan
 sebagainya.
 Indikator kinerja ‘Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan’ didukung oleh
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan
 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.
 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan’
 adalah 76% dan terealisasi sebesar 77,92% sehingga capaian kinerjanya
 adalah 102,53%.
 Hasil realisasi ini diperoleh dari survei yang dilaksanakan dengan
 menggunakan aplikasi kuesioner terkait kepuasan pegawai terhadap
 pelayanan kedinasan tahun 2017 yang diisi oleh seluruh pegawai di Bagian
 Organisasi.
 Realisasi indikator kinerja ‘Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan’ tahun
 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun
 capaiannya masih diatas target indikator kinerjanya. Perbandingan tersebut
 dapat dilihat dari tabel, sebagai berikut :
 Indikator Kinerja 2016 2017
 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
 75% 83.33% 111.11% 76% 77.92% 102.53%
 Pada indikator ‘Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan’ tidak ada
 permasalahan karena pelayanan kedinasan terkait kebutuhan alat tulis
 kantor, pelayanan surat menyurat dan kepegawaian di Bagian Organisasi
 telah dilaksanakan dengan baik.
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 3. Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 Indikator kinerja ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan
 sarana dan prasarana perkantoran’ merupakan indikator kinerja yang
 menjadi indikator kinerja penunjang yang dilaksanakan oleh semua
 perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal organisasi khususnya
 terhadap pelayanan atas kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.
 Indikator kinerja ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan
 sarana dan prasarana perkantoran’ didukung oleh Program Pembangunan
 dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.
 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
 didukung oleh kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
 Prasarana Perkantoran.
 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan
 kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran’ adalah 62% dan terealisasi
 sebesar 73,81% sehingga capaian kinerjanya adalah 119,05%.
 Realisasi dari pemenuhan target ini diperoleh dari survei melalui aplikasi
 kuesioner terkait kepuasan pegawai terhadap pemenuhan kebutuhan
 sarana dan prasarana perkantoran yang diisi oleh seluruh pegawai di
 Bagian Organisasi yang menjadi sasaran pelayanan dibidang kebutuhan
 sarana dan prasarana perkantoran.
 Capaian indikator kinerja ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan
 kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran’ tahun 2017 mengalami
 penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaiannya masih
 diatas target indikator kinerjanya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari
 tabel, sebagai berikut :
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 Indikator Kinerja 2016 2017
 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
 60% 79.81% 133.02% 62% 73.81% 119.05%
 Pada indikator ‘Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan
 sarana dan prasarana perkantoran’ tidak ada permasalahan karena semua
 kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, yaitu pemeliharaan sarana
 dan prasarana perkantoran di Bagian Organisasi.
 4. Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program
 Indikator kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’
 merupakan indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja penunjang yang
 dilaksanakan oleh semua perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal
 organisasi khususnya terhadap pelaksanaan program dengan
 memperhatikan kesesuaian atas perencanaan kegiatan dan anggarannya
 dengan realisasi pelaksanaannya.
 Indikator kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’
 didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan
 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.
 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
 program’ adalah 90,84% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian
 kinerjanya adalah 119,05%.
 Realisasi dari indikator kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
 program’ diperoleh dari perbandingan antara jumlah program yang
 capaiannya lebih dari 76% di tahun 2017 dengan jumlah program di tahun
 2017 di Pemerintah Kota Surabaya dikalikan 100%.
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 Indikator kinerja ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’ di
 tahun 2017 merupakan indikator baru, sehingga belum ada capaian dari
 tahun sebelumnya.
 Pada indikator ‘Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program’
 program’, di Bagian Organisasi tidak ada permasalahan karena semua
 kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai
 dengan perencanaan.
 Sasaran strategis 2 ‘Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik’
 memiliki 3 indikator kinerja, yaitu Persentase Perangkat Daerah yang memiliki
 POS; Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya telah sesuai
 dengan kebutuhan dan peraturan; serta Persentase SP yang
 diimplementasikan dengan baik. Rinciannya, sebagai berikut :
 1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki POS
 Indikator kinerja ‘Persentase perangkat daerah yang memiliki POS’
 memastikan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya
 memiliki POS sehingga mekanisme dan persyaratan yang dibutuhkan
 terhadap layanan tersebut memiliki mutu baku yang standar.
 Indikator kinerja ‘Persentase perangkat daerah yang memiliki POS’
 didukung oleh Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 Program Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan didukung
 oleh kegiatan :
 1. Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas;
 2. Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 3. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj);
 4. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.
 MENINGKATKAN TATA LAKSANA DAN KELEMBAGAAN YANG BAIK
 SASARAN STRATEGIS 2
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 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Persentase perangkat daerah yang memiliki
 POS’ adalah 65% dan terealisasi sebesar 65%, sehingga capaian
 kinerjanya 100%.
 Realisasi tersebut didasarkan pada hasil jumlah perangkat daerah yang
 memiliki POS dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah di Pemerintah
 Kota Surabaya dikalikan 100%.
 Capaian indikator kinerja ‘Persentase perangkat daerah yang memiliki POS’
 tahun 2017 merupakan indikator baru, sehingga belum ada capaian dari
 tahun sebelumnya.
 Permasalahan pada Indikator Kinerja ‘Persentase perangkat daerah yang
 memiliki POS’, yaitu :
 1. Belum semua perangkat daerah yang memiliki POS karena perangkat
 daerah yang memberikan pelayanan belum membuat POS layanan.
 2. Belum semua POS layanan mengacu pada format POS sesuai dengan
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
 Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
 Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Upaya tindak lanjut atas hambatan/permasalahan, sebagai berikut :
 1. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah yang memberikan
 layanan untuk menyusun POS Layanan.
 2. Menyempurnakan format POS agar sesuai peraturan terkait yang
 mengatur tentang pedoman penyusunan POS (Permenpan Nomor 35
 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011).
 2. Persentase Perangkat Daerah Yang Kelembagaannya Telah Sesuai dengan Kebutuhan dan Peraturan
 Indikator kinerja ‘Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya telah
 sesuai dengan kebutuhan dan peraturan’ untuk mengukur kelembagaan
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 satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah
 Kota Surabaya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Indikator kinerja ‘Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya telah
 sesuai dengan kebutuhan dan peraturan’ didukung oleh Program Penataan
 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan didukung kegiatan,
 sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar
 Kompetensi;
 2. Pelaksanaan Analisa Kelembagaan.
 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Persentase Perangkat Daerah yang
 kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan’ adalah
 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah
 100%.
 Realisasi dari indikator ini diperoleh dari hasil isian kuisioner evaluasi
 kelembagaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang
 Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut,
 dari 72 perangkat daerah di Kota Surabaya, sebanyak 58 perangkat daerah
 dikelompokan dalam kategori III, yaitu organisasi sudah efisien tetapi secara
 struktural membutuhkan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan
 eksternal, sedangkan 14 perangkat daerah lainnya dikelompokan dalam
 kategori II, yaitu organisasi yang cukup efisien tetapi secara struktural
 membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Dengan hasil tersebut,
 diperoleh realisasi dengan mengacu pada perhitungan, yaitu jumlah
 perangkat daerah yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan
 dan peraturan dibagi jumlah perangkat daerah di Pemerintah Kota Surabaya
 dikalikan 100%.
 Capaian indikator kinerja ‘Persentase Perangkat Daerah yang
 kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan’ tahun 2017
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 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan
 tersebut dapat dilihat dari tabel, sebagai berikut :
 Indikator Kinerja 2016 2017
 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
 100% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 100.00%
 Permasalahan dalam pemenuhan capaian indikator analisa kelembagaan
 adalah :
 1. Perangkat daerah memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat
 mengisi kuisioner sehingga isiannya benar-benar sesuai dengan kondisi
 masing-masing perangkat daerah.
 2. Perlu dilakukan penyempurnaan pada aplikasi evaluasi kelembagan
 sehingga semakin memudahkan Perangkat Daerah dalam pengisiannya.
 Beberapa hal yang perlu dicermati pada indikator ini adalah apabila terdapat
 peraturan baru terkait kelembagaan, maka pemerintah kota harus siap untuk
 menyesuaikan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan Pemerintah Kota
 Surabaya terhadap kelembagaan tersebut.
 3. Persentase SP Yang Diimplementasikan dengan Baik
 Indikator kinerja ‘Persentase SP yang diimplementasikan dengan baik’
 memastikan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya
 memiliki Standar Pelayanan sehingga mekanisme dan persyaratan yang
 dibutuhkan terhadap layanan tersebut memiliki mutu baku yang standar.
 Indikator kinerja ‘Persentase SP yang diimplementasikan dengan baik’
 didukung oleh Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan didukung oleh
 kegiatan :
 1. Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan;
 2. Survey Kepuasan Masyarakat.
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 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Persentase SP yang diimplementasikan
 dengan baik’ adalah 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian
 kinerjanya adalah 100%.
 Realisasi ini didapatkan dari data monitoring dan evaluasi terhadap SP di
 Pemerintah Kota Surabaya. Dari monitoring dan evaluasi tersebut,
 didapatkan data jumlah SP unit pelayanan yang diimplementasikan dengan
 baik sebanyak 264 dan jumlah SP Unit pelayanan yang dievaluasi yaitu
 sebanyak 264. Berdasarkan data tersebut, realisasi dapat diketahui dengan
 mengacu pada formulasi, yaitu Jumlah SP unit pelayanan yang
 diimplementasikan dengan baik tahun 2017 dibagi dengan jumlah SP Unit
 pelayanan yang dievaluasi tahun 2017 dikalikan 100%.
 Capaian indikator kinerja ‘Persentase SP yang diimplementasikan dengan
 baik’ tahun 2017 merupakan indikator baru, sehingga belum ada capaian
 dari tahun sebelumnya.
 Permasalahan pada Indikator Kinerja ‘Persentase SP yang
 diimplementasikan dengan baik’, yaitu :
 1. Belum semua jenis pelayanan yang memiliki SP karena perangkat
 daerah yang memberikan pelayanan belum membuat SP .
 2. Belum semua SP dibuat sesuai dengan peraturan menteri
 pendayagunaan aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang
 pedoman standar pelayanan.
 Upaya tindak lanjut atas hambatan/permasalahan, sebagai berikut :
 1. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah yang memberikan
 layanan untuk menyusun SP.
 2. Menyempurnakan format SP agar sesuai peraturan terkait yang
 mengatur tentang pedoman penyusunan SP (peraturan menteri
 pendayagunaan aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 tentang
 pedoman standar pelayanan).
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 Sasaran strategis 3 ‘Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi
 perkantoran perangkat daerah’ memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Kinerja
 Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat
 Daerah. Rinciannya, sebagai berikut :
 1. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
 Indikator kinerja ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
 Perkantoran Perangkat Daerah’ merupakan indikator kinerja untuk
 mengukur kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan Administrasi
 Perkantoran di Bagian Organisasi.
 Indikator kinerja ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
 Perkantoran Perangkat Daerah’ didukung oleh :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
 2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 Kedinasan.
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan
 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Sedangkan, Program
 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
 didukung oleh kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
 Prasarana Perkantoran.
 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan
 Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah’ adalah 100% dan terealisasi
 sebesar 95.42% sehingga capaian kinerjanya adalah 95.42%.
 Indikator Kinerja ini diukur terhadap pemenuhan pemeliharaan sarana dan
 prasarana perkantoran dalam kondisi baik serta kebutuhan barang jasa
 yang harus dipenuhi dalam pelayanan administrasi perkantoran.
 MENGELOLA SARANA DAN PRASARANA SERTA ADMINISTRASI PERKANTORAN
 PERANGKAT DAERAH SASARAN STRATEGIS 3
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 Capaiannya dapat diperoleh dari formulasi, yaitu capaian indikator
 ‘Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik’ dikalikan
 50% ditambah dengan capaian indikator ‘Tingkat kepuasan pegawai
 terhadap pelayanan administrasi perkantoran’ dikalikan 50%.
 Capaian indikator kinerja ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan
 Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah’ tahun 2017 mengalami
 penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun tidak mencapai
 target, capaian tahun 2017 masih dalam kategori sangat baik. Perbandingan
 tersebut dapat dilihat dari tabel, sebagai berikut :
 Indikator Kinerja 2016 2017
 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
 100% 100.00% 100.00% 100% 95.42% 95.42%
 Pada indikator ‘Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi
 Perkantoran Perangkat Daerah’ targetnya tidak tercapai karena terdapat
 sarana dan prasarana di Bagian Organisasi yang tidak dalam kondisi baik
 (rusak) (terlampir).
 Upaya untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu mengajukan penggantian
 sarana dan prasarana yang yang telah rusak tersebut.
 Sasaran strategis 4 ‘Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk
 mendukung keberhasilan program’ memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Persentase
 kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada
 operational plan. Rinciannya, sebagai berikut :
 MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN UNTUK MENDUKUNG
 KEBERHASILAN PROGRAM SASARAN STRATEGIS 4
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 1. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Operational Plan
 Indikator kinerja ‘Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
 parameter perencanaan pada operational plan’ merupakan indikator kinerja
 untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan
 yang terdapat pada rencana operasional.
 Indikator kinerja ‘Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
 parameter perencanaan pada operational plan’ didukung oleh Program
 Perencanaan Pembangunan Daerah.
 Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan
 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.
 Target Nilai Indikator Kinerja ‘Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan
 terhadap parameter perencanaan pada operational plan’ adalah 100% dan
 terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
 Indikator Kinerja ini diukur terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan
 terhadap perencanaan yang terdapat pada rencana operasional.
 Capaian indikator kinerja ‘Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan
 terhadap parameter perencanaan pada operational plan’ tahun 2017
 merupakan indikator baru, sehingga belum ada capaian dari tahun
 sebelumnya.
 Pada indikator ‘Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
 parameter perencanaan pada operational plan’ tidak ada permasalahan
 karena pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang telah
 ditetapkan.
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 B. AKUNTABILITAS ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI Dari 4 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja yang disampaikan sebelumnya, total alokasi anggaran adalah Rp4.156.180.927,00
 sedangkan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp3.659.893.046,00 atau 88.06% dari total alokasi anggaran. Capaian anggaran per
 program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:
 Tabel 3.2 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
 Program Anggaran Program Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran
 Kegiatan Realisasi Capaian
 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 3,459,247,095 3,076,210,045 88.93% Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas
 201,481,225 172,064,938 85.40%
 Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
 381,029,910 329,284,020 86.42%
 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
 193,431,055 116,144,720 60.04%
 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
 195,660,084 150,173,250 76.75%
 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi
 1,242,964,732 1,168,186,334 93.98%
 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
 235,146,523 224,320,353 95.40%
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 Program Anggaran Program Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran
 Kegiatan Realisasi Capaian
 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan
 234,605,068 219,071,055 93.38%
 Survey Kepuasan Masyarakat
 774,928,498 696,965,375 89.94%
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 433,943,082 392,885,079 90.54% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
 433,943,082 392,885,079 90.54%
 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
 178,497,350 127,768,047 71.58% Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 178,497,350 127,768,047 71.58%
 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 84,493,400 63,029,875 74.60% Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
 84,493,400 63,029,875 74.60%
 JUMLAH 4,156,180,927 3,659,893,046 88.06% JUMLAH 4,156,180,927 3,659,893,046 88.06%
 Berdasarkan capaian program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, sebagai berikut :
 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program Capaian
 Anggaran 1 Meningkatkan tata kelola
 administrasi pemerintahan yang baik
 Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik
 200.30% Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 88.93%
 Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 102.53% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 90.54%
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 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program Capaian
 Anggaran
 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
 119.05% Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
 71.58%
 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
 110.08% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 74.60%
 2 Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik
 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki POS 100.00% Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 88.93% Persentase Perangkat Daerah yang
 kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
 100.00%
 Persentase SP yang diimplementasikan dengan baik
 100.00%
 3 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
 Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
 95.42% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 90.54%
 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
 71.58%
 4 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
 Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
 100.00% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 74.60%
 Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dengan capaian anggaran yang rata-rata di bawah 100%, capaian kinerja Bagian Organisasi
 rata-rata telah melebihi target kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran di Bagian Organisasi.
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 4 BAB IV PENUTUP
 Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Bagian
 Organisasi tahun 2017 disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja daerah dan
 akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :
 Capaian Indikator Kinerja Dari 9 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian
 Organisasi, rata-rata nilai capaian masing-masing indikator adalah 114.15%.
 Nilai tertinggi terdapat pada indikator ‘Persentase Prosedur Operasi Standar
 (POS) yang diimplementasikan dengan baik’ sebesar 200.30%. Sedangkan,
 nilai capaian terendah terdapat pada indikator ‘Kinerja Pengelolaan Sarana,
 Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah’ sebesar 95.42%.
 Akuntabilitas Keuangan Dari anggaran yang terdapat pada 4 program, rata-rata penyerapan anggaran
 di masing-masing program adalah 88.06%. Penyerapan tertinggi terdapat
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 90.54%. Sedangkan,
 penyerapan terendah terdapat pada Program Pembangunan dan Pengelolaan
 Sarana dan Prasarana Kedinasan sebesar 71.58%.
 Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja
 Bagian Organisasi, diharapkan :
 - Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun para
 pemangku kepentingan.
 - Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi
 pencapaian indikator kinerja.
 - Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian SDM
 Bagian Organisasi dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-
 masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang
 lebih nyata perubahannya.
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